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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang 

 
Penganggaran mempunyai peranan yang sangat penting didalam proses perencanaan, 

pengendalian,penggunaan serta dalam pengambilan keputusan untuk melakukan suatu 

aktivitas atau kegiatan. Penganggaran menggambarkan proses dari langkah persiapan yang 

dibutuhkan sebelum dimulainya penyusunan rencana hingga langkah akhir pengumpulan 

berbagai informasi dan data, membagi tugas perencanaan, pelaksanaan serta memantau dan 

mengevaluasi rencana itu sendiri. 

Tata cara penganggaran daerah telah diatur sesuai dengan peraturan nomor 33 Menteri 

Dalam Negeri tahun 2019 tentang pedoman penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 

2020 yang dilakukan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran 

Eksekutif. Anggaran terdiri dari rencana, dibuat dan dilaksanakan dalam bentuk numerik, 

dinyatakan dalam mata uang dan mencakup semua kegiatan. Peran atau hal terpenting 

didalam anggaran adalah penyatuan kegiatan serta uang. 

Anggaran sektor publik bertentangan dengan anggaran sektor swasta, dimana dalam 

sektor publik harus bisa diinformasikan kepada publik atau jelas transparansinya. Anggaran 

dapat didefinisikan sebagai pengembangan dan pengelolaan perencanaan strategis sebagai 

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam sektor publik tujuan yang 

dimaksdu adalah memberikan pelayanan dan manfaat yang prima kepada publik. Anggaran 

pada sektor publik memiliki fungsi utama sebagai alat perencanaan, alat politik, alat 

kebijakan fiskal, alat komunikasi, alat pengendalian, alat koordinasi, alat evalusi kerja, alat 

motivasi, dan alat desain ruang publik dimana keberadaannya tidak bisa diabaikan oleh 

organisasi sektor publik. 
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Penyusunan anggaran sektor publik harus ditunjukan untuk kepentingan umum serta 

mewujudkan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Semua aktivitas baik 

secara individu dalam kelompok atau organisasi harus dimulai dengan aktivitas pertama dan 

diakhiri dengan aktivitas terakhir. Rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir disebut suatu 

siklus. Pada anggaran juga memiliki berbagai banyak kegiatan yang sering dinamakan 

dengan siklus anggaran. Penyusunan anggaran dalam sektor publik memiliki empat tahap 

sikus anggaran. Menurut Mahsun, dkk (2013:45) dalam buku Akuntansi Sektor Publik ada 

empat tahap siklus anggaran yang terdiri dari tahapan persiapan yang memberikan arahan 

berdasarkan rencana strategis suatu instansi yang akan dilakukan setiap periodenya, 

melakukan estimasi pengeluaran berdasarkan perkiraan pendapatan yang ada, ratifikasi 

adalah tahapan pengesahan anggaran, hal terpenting yang perlu difokuskan dalam tahap 

pelaksanaan anggaran ini harus dipusatkan kepada manajer keuangan adalah sistem 

informasi dalam akuntansi dan sistem pengendalian manajemen dan tahapan pelaporan serta 

evaluasi dalam siklus penganggaran dimana anggaran dipertanggungjawabkan atau 

dibukukan dalam bentuk laporan  lalu dievaluasi pelaksanaannya 

Pelaksanaan pedoman, petunjuk teknis perencanaan serta penyusunan APBD 

dibutuhkan pedoman untuk menyusunan dan prinsip-prinsip dalam penganggaran. 

Menurut Shafritz dan Russel didalam buku Akuntasi Sektor Publik Indra Bastian (2010- 

193) mengatakan bahwa terdapat enam prinsip-prinsip penganggaran yang sudah merujuk 

pada perkembangan terkini dimasyarakat. 

1. Demokratis, yang mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan 

dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran harus ditetapkan 

melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur 

masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif. 
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2. Adil, berarti bahwa anggaran harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan 

orang banyak dan secara proposional dialokasikan kesemua kelompok dalam 

masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. 

3. Transparan, adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban 

anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga 

masyarakat umum. 

4. Bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada 

peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan 

moral yang tinggi. 

5. Berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan 

berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. 

Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi. 

6. Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat 

dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada 

rakyat. 

Penerapan prinsip-prinsip penganggaran pada dasarnya harus dilaksanakan terus- 

menerus pada setiap siklus dalam setiap tahun anggaran. Penerapan prinsip-prinsip 

penganggaran ini harus dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau 

organisasi sektor publik yang dimulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam 

hal ini penulis akan melihat di daerah Kabupaten Bandung. Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bandung berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung merupakan Provinsi terpadat 

urutan kedua di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung bersifat homogen dimana 

masyarakatnya mempunyai latar belakang yang sama dan tingkat mobilitasnya tidak tinggi 

seperti di Ibukota. Salah satu target Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung adalah 
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Pembangunan pendidikan berkualitas sesuai dengan Sustainable Development Goals 

 
(SDGs). 

 
Sesuai dengan perkembangan terakhir, Provinsi Jawa Barat berstatus tinggi dan 

menempati peringkat ke-10 secara nasional. Dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, 

Kabupaten Bandung memiliki status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. 

Kabupaten Bandung dalam hal sumber daya manusia sudah mencapai Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 71,75 poin. Angka itu salah satunya dapat dicapai berkat indeks pendidikan 

yang sudah 63,71 poin. Dalam hal ini kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sangat 

bagus, yang berarti rencana kerjanya baik maka proses penganggarannya juga baik. 

Maret 2020 pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa covid-19 

sudah memasuki ke Indonesia. Covid-19 di Indonesia memiliki dampak buruk untuk semua 

bidang dalam negeri baik sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Salah satu 

pengaruhnya dalam sektor pemerintahan adalah adanya perubahan penyusunan anggaran di 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2020. Perubahan penyusunan 

anggaran membuat beberapa kegiatan terhambat ataupun tidak terlaksana sesuai dengan 

rencana strategis dan program kerja tahunan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 

anggaran 2020. Perubahan anggaran ini bertujuan untuk refocussing kegiatan dan 

prioritaskan di bidang kesehatan. Proses perubahan anggaran ini terjadi pada bulan maret, 

dimana pada bulan maret siklus anggaran sudah pada tahap pelaksanaan. 

Penerapan prinsip-prinsip penganggaran sangatlah penting untuk diperhatikan 

karena ada indikator yang dijadikan sebagai alat penilaian kinerja pemerintah daerah yang 

berpengaruh pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah direncanakan dalam satu 

tahun program kerja yang memuat segala kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bandung. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam penganggarannya melibatkan Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan anggota legislatif. 



 

5 

 
Proses penganggaran dibuat terlebih dahulu lalu selanjutnya dibuatlah Rencana 

Kerja (Renja). Rencana Kerja selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan antara dinas 

bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pembahasan TAPD dan 

anggota legislatif kemudian menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) ini harus dibuatkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), setelah 

ada RKA kemudian dibahas kembali bersama anggota legislatif. 

Alur proses penganggaran tersebut disusun saat kondisi dalam keadaan normal dimana 

dalam penyusunannya masih melaksanakan prinsip-prinsip penganggaran. Pada tahun 2020 

terjadi perubahan kondisi karena adanya pandemi covid-19 yang tidak bisa diprediksi 

sebelumnya. Covid-19 membawa suasana yang tadinya normal menjadi tidak normal dimana 

pada saat seperti ini kondisi banyak yang berubah. Negara harus bisa refocussing anggaran 

ke kegiatan yang lebih di prioritaskan di bidang pendidikan dan kesehatan. 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2020 mengalami lima 

belas kali perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sebelum ditetapkan menjadi 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, perubahan kelima Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di efisiensi sampai dengan 50% dan difokuskan 

untuk penanganan covid-19. Perubahan rencana kerja anggaran di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Bandung menarik penulis untuk meneliti apakah Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bandung pada tahun 2020 masih menerepakan prinsip-prinsip penganggaran. 

Atas dasar latar belakang diatas, maka dalam tugas akhir ini penulis ingin memberikan 

judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Penganggaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020”. 
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B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip 

Pengganggaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 

Tahun Anggaran 2020? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah, maka didapatkan tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui apakah pada masa pandemi covid-19 Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 

telah menerapkan seluruh prinsip-prinsip penganggaran. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin 

dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 
 

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan 

literatur khususnya yang berkaitan dengan penerapan seluruh prinsip-prinsip 

penanggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. 

2. Manfaat Praktis 
 

a) Bagi Penulis 
 

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

di bidang Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal, khususnya yang berkaitan 

dengan penerapan prinsip-prinsip penganggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bandung. 
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b) Bagi Instansi 
 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, sarana evaluasi dan juga 

dapat dijadikan sebagai rujukan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan 

organisasinya. 

c) Bagi Universitas 
 

Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih lanjut bagi Ilmu 

AdministrasiPublik terkhusus konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal. 
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